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Peranan Direktorat Penyidikan dalam
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



    
            

 

Sejak dibentuk, Direktorat Penyidikan sudah menerima pengaduan langsung dari pemilik 

HKI yang merasa dirugikan atas pelanggaran HKI miliknya.  Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut : 

 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Direktorat Penyidikan terbentuk berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor                                 

H-HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 pada tanggal 30 

Desember 2010 dan mulai beroperasi secara efektif dan 

sepenuhnya sejak bulan April Tahun 2011. 

 

  
 

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan 
atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak 
pidana terhadap kasus-kasus HKI. 

2. Melakukan pemeriksaan administrasi yang terkait 
dengan kasus tindak pidana secara eksklusif di 
bidang HKI. 

3. Meminta keterangan dan barang buk  dari pihak 

pemberi informasi / pelapor. 

4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau 
badan hukum yang diduga melakukan tindak 
pidana pelanggaran di bidang HKI. 

5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang 
diduga terdapat bukti tertulis dan pada saat yang 
sama juga menginvestasikan dengan pejabat 
berwenang untuk mengukur semua barang 
bajakan.   

6. Meminta bantuan dari ahli HKI atau bantuan ahli 
lainnya dari tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas 
penyidikan. 

7. Melakukan koordinasi dan membentuk gugus tugas 
operasional dengan Kepolisian Republik Indonesia 
untuk membuat operasi penyergapan ke lokasi 
yang mengindikasikan praktek-praktek pelanggaran 
HKI. 
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